SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 190 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) USULAN REVISI ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Menimbang

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan,
perlu  standarisasi atau ukuran cara dalam
menyelesaikan pekerjaan khusus untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja serta mengurangi kesalahan dan
kelalaian;

bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, perlu diatur tata cara usulan
revisi anggaran di lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Di

Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723).

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) USULAN REVISI
ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN  NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME.



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan
Revisi Anggaran Di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, yang selanjutnya dalam
Keputusan Kepala ini disebut Standar Operasional Prosedur
(SOP) Usulan Revisi Anggaran di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran
Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari
SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Kuasa
Pengguna Anggaran, SOP Penyusunan Usulan Revisi
Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan, SOP Penyusunan Usulan Revisi
Anggaran Kewenangan Direktorat Pelaksana  Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang

tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Agustus 2021

OTENTIKASI KEPALA BADAN NASIONAL

No

Jabatan | Paraf PENANGGULANGAN TERORISME,

Kbg. Hukmas

acc
ttd.

Ksb. Hukum ﬂ"’

Staf C&
BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hulyfyngan Masyarakat,

Bangbang Sutono, Ak. M.M.
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USULAN REVISI ANGGARAN
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DAFTAR ISI

TUJUAN

RUANG LINGKUP

TANGGUNG JAWAB

DEFINISI

SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran

L

SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan

7. SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Pelaksana
Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

8. SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan

9. LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Nota Dinas Usulan Revisi Anggaran

Lampiran 2: Format Kerangka Acuan Kerja

Lampiran 3: Format Matriks Semula — Menjadi Usulan Revisi Anggaran

Lampiran 4: Format Nota Dinas Permintaan Reviu Revisi Anggaran

Lampiran 5: Format Surat Hasil Reviu Revisi Anggaran



. TUJUAN

SOP ini dibuat untuk mengatur usulan revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Direktorat Pelaksana Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran di BNPT agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh satuan kerja di BNPT yang lingkup kegiatannya meliputi
usulan revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Direktorat
Pelaksana Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal
Anggaran.

. TANGGUNG JAWAB

3.1, Kepala BNPT / Pejabat Penandatangan DIPA / Penanggung Jawab Program
bertanggung jawab dalam hal pengusulan revisi anggaran kewenangan
Direktorat Jenderal Anggaran.
3.2. Sekretaris Utama / Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab dalam hal:
a. pengajuan usulan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran dan kelengkapan yang disyaratkan kepada Kepala BNPT /
Pejabat Penandatangan DIPA / Penanggung Jawab Program

b. pengusulan revisi anggaran kewenangan Direktorat Pelaksana Anggaran
dan kelengkapan yang disyaratkan;

c. pengusulan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan kelengkapan yang disyaratkan;

d. penetapan revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan kelengkapan yang disyaratkan serta pengusulan pemutakhiran POK.

3.3. Kepala Unit Perencanaan bertanggung jawab dalam hal penelaahan usulan
revisi anggaran.

3.4. APIP bertanggung jawab daiam hal reviu usuian revisi anggaran.

. DEFINISI

4.1. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit
organisasi pada BNPT yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan
dari suatu program yang diberi wewenang atas penerimaan dan pengeluaran
anggaran, pengelolaan barang dan mempunyai kode satuan kerja;

4.2.  Unit Kerja adalah bagian dari unit organisasi setingkat Eselon Il di BNPT yang
melaksanakan satu kegiatan dari suatu program;

4.3. Keluaran atau Cutput adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis
dan tujuan program dan kebijakan;

4.4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
satuan kerja yang bersangkutan;

4.5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA;

4.6. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah
dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan
untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
penjabaran lebih lanjut dari DIPA,




4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

. SOP

Revisi Anggaran adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam
dokumen anggaran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam DIPA sesuai
dengan jenis pergeseran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Peraturan
Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi
Anggaran;

Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Pelaksana Anggaran dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan adalah
perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam DIPA sesuai dengan jenis
pergeseran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi
Anggaran;

Revisi Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran adalah perubahan/pergeseran
rincian anggaran dalam DIPA sesuai dengan jenis pergeseran yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara
Revisi Anggaran, Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Revisi Anggaran, dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran:
Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen
yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran
kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian
negara/lembaga;

Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu
dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen
masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan;

Aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi merupakan
integrasi dari berbagai aplikasi Kementerian Keuangan yang digunakan oleh
Satuan Kerja (satker) dan Unit yang meliputi modul penganggaran, komitmen,
pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, pelaporan, dan administrator;
Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK RKAK/L adalah hasil
backup data RKAK/L yang disimpan dalam media penyimpanan digital;

Diagram alir SOP Penyusunan Usulan Revisi Anggaran adalah sebagai berikut:



NOMOR SOP SOP-PR.04.00/01/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Juni 2021
TGL. REVISI .
TGL. EFEKTIF . 2 Agustus 2021
DISAHKAN OLEH Sekretaris Utama
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Untung Budiharto
NRP. 31538
SEKRETARIAT UTAMA NAMA SOP USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BNPT
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS|I PELAKSANA:

. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;

. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;

. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Revisi Anggaran:;

. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Revisi Anggaran.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran;

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.
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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP SOP-PR.04.00/01/2020

TGL. PEMBUATAN : 30 Juni 2021

TGL. REVISI T .

TGL. EFEKTIF . 2 Agustus 2021

DISAHKAN OLEH Sekretaris Utama

Untung Budiharto
NRP. 31538

NAMA SOP USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BNPT

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

LoE o

Undang-Undang tentang Keuangan Negara:

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Revisi Anggaran;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Revisi Anggaran.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran:

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.




KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. SOP Penelaahan Usulan Revisi Anggaran
2. SOP Reviu APIP Terhadap Usulan Revisi Anggaran

Nota Dinas Penyampaian Usulan Revisi Anggaran;

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Usulan Revisi;

Matriks Usulan Revisi Rincian Anggaran Biaya (RAB) semula-

menjadi;

4. ND Undangan Penelaahan Internal BNPT;

5. Berita Acara Hasil Penelaahan Unit Perencanaan Terhadap Usulan
Revisi Anggaran,

6. Nota Dinas permintaan reviu KAK RAB revisi anggaran kepada Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP);

7. Laporan Hasil Reviu APIP (final);

8. Surat Persetujuan  Penanggung
Penandatanganan DIPA,;

9. Arsip Data Komputer (ADK) yang telah divalidasi oleh Aplikasi SAKTI;

10. Formulir hasil cetak aplikasi SAKTI;

11. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Penanggung
jawab Program dan Penandatanganan DIPA.

12. Nota Dinas Pernyataan Pagu Minus dari Bagian Keuangan

13.Nota Dinas Pernyataan Pagu Tidak Minus dari Unit Kerja

LAy =&

jawab  Program  dan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pejabat yang berwenang dalam proses revisi anggaran sedang
tidak berada di kantor maka mutu baku waktu dapat berubah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Eselon
N Ki
. . Eselon Il Unit Pejabat Kuasa Sekretaris Pejabat Eselon Pejabat Eselon IV  Fungsional DJPE
Pengguna 1l / Fungsional AFIP Kelengkapan Waktu Qutput
Kerja Utama / KPA Il UPP Muda dan Kemenkeu
Anggaran / KPA Madya UPP Pelaksana UPP
p 1. LRA 1. Konsep Matrik
f ooty ol W V) 2 Postwr RKAKL Terkini | 4han | Semuia Menjaci
3. Rencana Kegiatan Baru 2 Konsep KAK Perubahan
1. Surat usulan revisi
1. Matrik Semula Menjadi anggaran
2 [Mengusulkan Revisi Anggarsn 2. Konsep KAK Perubahan Ll 2. KAK Perubahan
3. Matrik Semula Menjadi
Menernma dan menugaskan 1. Dokumen usulan revisi 1 han !
3 |eselon Il UPP untuk telaah anggaran sejak batas akhir IESISG?OO:'? Sg%ada pejabat
usulan revisi anggaran 2. Lembar disposisi penyampaian
[Menugaskan penelitian dan 1. Dokumen usulan revisi Disposisi kepada pejabat
4 |penelaahan dokumen usulan anggaran 1 hari eselon 3/fungsional madya
revisi anggaran 2. Lembar disposisi UPP
Meneliti dan menelaah dokumen
usulan revisi anggaran sesuai Berita Acara Hasil
5 |dengan PMK Tentang Petunjuk ?‘:‘“:m:" “':r‘;':" 5 hari Penelaahan Usulan Revisi
Penyusunan dan Penelaahan oV angg Anggaran
RKA-K/L |
Tigak
Menyusun. meneliti dan validasi i ﬁ‘ Berita Acara Hasil Konsep Surat
6 [konsep surat pengembalian Penelaahan Usulan Revisi 1 hari Pengembalian Usulan
usulan revisi sesual hasil telaanh - e Anggaran Revisi Anggaran
Konsep Surat
Menetapkan surat pengembalian Surat Pengembalian
7 |Pengembalian Usulan 1 hari
usulan revisi Revisi Anggaran Usulan Revisi Anggaran
9 |Memperbaiki usulan revisi Surat Pengembalian 4 hen Perbaikan Usulan Revisi

)

Fengembaliar
Usulan Revis:

Usulan Revisi Anggaran

Anggaran




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pejabat Eselon
9 Eselon il Unit Peéae:%tgfﬁgsa Sekretaris | Pejabat Eselon ﬁf’,a:j‘ E;g:g: IV / Fungsional APIP DJPB Kelengkapan Waktu Output
Ketia |\ nocaran s Kkpa| Utama/KPA Il UPP Madya PP | Muda dan Kemenkeu ep .
’ Pelaksana UPP
e
Melakukan input data dan 2y 1. KAK Perubahan 1 ADK RKA-KIL
10 [Penyelesaian konsep usulan 2. Matrik Semula Menjadi 5 hari 2. Dokumen Pendukung
revisi anggaran melaiui aplikasi 3. Manual danvatau video Usuian Revisi Anggaran
SAKTI tutorial aplikasi SAKTI ke DJA
Menyusun, meneliti dan validasi h r— Berita Acara Hasll
11 |[konsep surat permintaan reviu Penelaahan Usulan Revisi 1 hari ;%?:ippfgm poamicsan
APIF L J l J Anggaran
Surmt s ¢
netapkan . Permirtaan urat permintaan raviu
@ :ﬁwe :gf Fau ns:r‘s g'ermnmaan Reviy APP Konsep surat permintaan APIP untuk seluruh
i ﬁ APIP toan dokumen usulan 1
dokumen usulan revisi anggaran ] ) agg;':‘; s
Mereviu dokumen usulan revisi
12 [anggaran sesuai dengan PMK 1. KAK Perubahan 4 hari Konsep Catatan hasii
Tentang Petunjuk Penyusunan 2. Matrik Semula Menjadi ) Reviu
dan Penelaahan RKA-K/L
Tidak
kMenyusun catatan hasil reviu K Catatan Hasil
14 [(CHR) rekomendasi perbaikan Catatan Has! Ronsen aian Hasl 1 hari Catatan Hasil Reviu
dokumen usulan revisi anggaran e il
|Menyusun meneliti dan validas: ) konsep surat
15 [konsep surat pengembalian Catatan Hasil Reviu 1 harni pengembalian usulan revis
usulan revisi sesuai reviu APIP I s sesual reviu APIP
16 [Menetapkan surat pengembalian konsep surat Surat pengembalian
usulan revisi sesuai reviu APIP ) ‘2223::?2\?.332;?'“ revisi 1 hari :_r;::gn revisi sesuai reviu
L/
Menyusun catatan hasil reviu et Vi Kon Catatan hasil
17 |(CHR) dokumen usulan revisi Macha B oneop Catatanhast 1 han Catatan hasil Reviu
Revi Reviu
anggaran ——




pengesahan pemutakhiran POK

Usulan Pemutakhiran POK

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Eselon
N tan ; :
& feg Eselon || Unit | PeRDBIKUASA | gooranc | Pejabat Eselon | PeiaDat Eselon |\ Fungsional DJFE
Pengguna Il / Fungsional AFIP Kelengkapan Waktu Output
Kerja . Utama I upp _ Muda dan Kemenkeu
ggaran / KPA Madya UPP Pelaksana UPP
1. ADK RKA-KL
Menyusun, menelti, dan validasi r—'q 4 ] ) Konsep penelapan revis:

18 |konsep penetapan revisi anggaran :—I‘ l 2 S:ku:m:;?d"k“ng 1 han anggaran kewenangan KPA
dan konsep st pemutakhiran POK l—‘ J 3. Catatan Hasil Reviu APIP jdan seluruh dok pendukung
Menetapkan revisi anggaran Konsep penetapan revisi Surat ceNEIIRan revisl Bnggaan

19 [kewenangan KPA dan surat anggaran kewenangan KPA 1 harn Kewanangan KPA can surat
pemutakhiran POK dan seluruh dok. pendukung UBian pemutakhican POK
Melakukan penyampaian usulan ) 1 Surat usulan dan selurch

20 [pemutakhiran FOK melalui dokumen pendukung 1 hari ﬁfjf;‘;a;;mgiﬂ,":;’é‘m
aplikasi Satu DJA — 2 Manual apiikasi Satu DJA

1 ADK RKA-K/L
Menelti dan menelaah dokumen 2 Dokumen Pendukung Secuai SOP

21 usulan pemutakhiran POK Usulan Revisi Kementerian Berila Acara Penelaahan
sesuai dengan PMK Tentang 3 Laporan Hasil Reviu APIP Kaluanoan Usulan pemutakhran POK
Tata Cara Revist Anggaran Sasus 4. Surat usulan revisi oa

anggaran
Tidak -
o surat
PR Surt Pencision Berta Acara Penelaanan | S9SUaISOP ooy anipengembaiian

22 |penolakan/pengembalian usulan Usulan Pemutakhiran POK|  Kementerian usulan pemutakhiran POK
pemutakhiran POK Fesgempaag Keiuangan | onada KiL
Menindaklanjuti pengembalian 1. Surat penolakan / Disposie: kepada

23 |usulan pemutakhiran POK dari pengembalian dar DJA 1 hari Sekretaris Utama untuk
DJPB 2. Lembar Disposisi tindak ianjut
Menyusun, mensit, can valdas Ya Surat penoiakan /| pengembalan konsep suratl pengembatian

24 [xonses surat pengemsalian uswan —D‘——DQ—-—D uUSulan pemutaxhcan POK dar 1 han usulan pemutakhiran POK
oemuiakhian FOK sesus telaan DUFE DJPE sesuai telaah DJPB
Menetapkan surat pengembalian k:gseem‘;’gn — Surat pengembalian

25 Jusulan pemutakhiran POK ge mgut akhiran POK sesuai 1 han usulan pamutakhiran POK
sesual telaah DJPB l- tetaah DJPB sesuai telaah DJPB

A
Engesanan
Femutakhitan
POK i l
2% Menyampaikan surat Berita Acara Penelaahan 1 hast Surat pengesahan

pemutakhiran POK




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP . SOP-PR.04.00/02/2020

TGL. PEMBUATAN : 30 Juni 2021

TGL. REVISI : =

TGL. EFEKTIF . 2 Agustus 2021

DISAHKAN OLEH : Sekretaris Utama

Vol

Untung Budiharto
NRP. 31538

NAMA SOP . USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—_

. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Llembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Revisi Anggaran.

o

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran;

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.
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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP SOP-PR.04.00/02/2020

TGL. PEMBUATAN 30 Juni 2021

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF . 2 Agustus 2021

DISAHKAN OLEH Sekretaris Utama

Untung Budiharto
NRP. 31538

NAMA SOP USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Revisi Anggaran.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran;

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.




KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. SOP Penelaahan Usulan Revisi Anggaran
2. SOP Reviu APIP Terhadap Usulan Revisi Anggaran

Nota Dinas Penyampaian Usulan Revisi Anggaran;

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Usulan Revisi;

Matriks Usulan Revisi Rincian Anggaran Biaya (RAB) semula-

menjadi;

ND Undangan Penelaahan Internal BNPT:

Berita Acara Hasil Penelaahan Unit Perencanaan Terhadap Usulan

Revisi Anggaran;

6. Nota Dinas permintaan reviu KAK RAB revisi anggaran kepada Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP);

7. Laporan Hasil Reviu APIP (final);

8. Surat Persetujuan  Penanggung
Penandatanganan DIPA;

9. Arsip Data Komputer (ADK) yang telah divalidasi oleh Aplikasi SAKTI;

10. Formulir hasil cetak aplikasi SAKTI;

11. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Penanggung

jawab Program dan Penandatanganan DIPA.

ol

o B

jawab  Program  dan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pejabat yang berwenang dalam proses revisi anggaran sedang
tidak berada di kantor maka mutu baku waktu dapat berubah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Eselon
No Kegiatan Pejabat ! Pejabat Eselon
Eselon Il Unit Sekretanis | Pejabat Eselon 1V / Fungsional OJPB
Kena Penagcllgt:ngan Utama | UPP Iluaquyr;glang?:al Mida dan APIP Kemenkeu Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana UPP
1 LRA 1. Konsep Matrik
¢ ST SR || (i) 2 Postur RKA-KIL Terkini | 4 han Semula Menjadi
94 9% 3. Rencana Kegiatan Baru 2. Konsep KAK Perubahan
1. Surat usulan revisi
1. Matrik Semula Menjadi anggaran
2 [Mengusulkan Revisi Anggaran rJ 2 Konsep KAK Perubanan 1 han > KAK Perubahan
3. Matrik Semula Menjadi
Menerima dan menugaskan 1 Dokumen usulan revisi 1 hari
3 |eselon Il UPP untuk telaah anggaran sejak batas akhir g;selp::r?sggaca pejabat
usulan revisi anggaran 2. Lembar disposisi penyampaian
Menugaskan penelitian dan 1. Dokumen usulan revisi Disposisi kepada pejabat
4 |penelaahan dokumen usulan anggaran 1 hari eselon 3/fungsional madya
revisi anggaran 2. Lembar disposisi UPP
A
Meneliti dan menelaah dokumen @
usulan revisi anggaran sesuai i Berta Acara Hasil
5 [dengan PMK Tentang Petunjuk Pe?:s‘:'gs” “Sr‘;':" 5 hari Penelaahan Usulan Revisi
Penyusunan dan Penelaahan 992 Anggaran
RKA‘KfL I!' 2
Ticak
Menyusun, meneliti dan validasi lBema Acara Hasil Konsep Surat
6 |konsep surat pengembalian Peneiaahan Usulan Revisi 1 han Pengembalian Usulan
usulan revisi sesuai hasil telaah Anggaran Revisi Anggaran
Konsep Surat
Menetapkan surat pengembalian 4 p Surat Pengembalian
? usulan revisi gzr&%?r:nb;;:?al:sman 1 han Usulan Revisi Anggaran
< )
9 |Memperbaiki usulan revisi Surat Pengembalian 4 hari Perbaikan Usulan Revisi

Surat

Stwcah‘n
Usulan Revis

Usulan Revisi Anggaran

Anggaran




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pejabat Pejabat Eselon | Fe/a0at Eselon
Eselon il Unit Sekretans Pejabat Eselon IV / Fungsional DJFBE
Kena Pe“ag?:f"ga" Utama wope | :;';gfj‘g‘;a' Muda dan APIP Kemenkeu Kelengkapan v Oviput
y Pelaksana UPP
Meiakukan input data dan & 1. KAK Perubahan 1 ADK RKA-K/L
10 penyelesaian konsep usulan 2. Matrik Semula Menjadi 5 hari 2 Dokumen Pendukung
revisi anggaran meialui aplikas: 3. Manual dan/atau video Usulan Revisi Anggaran
SAKT! tutorial aplikasi SAKT! ke DJA
Menyusun, meneliti dan validasi ;—] |Berita Acara Hasil
11 |konsep surat permintaan réviu Penelaahan Usulan Revisi 1 hari E%?:?P?;m permintaan
APIF \ J Anggaran
s Surat pi ntaan
Permintaan Ul ermi reviu
12 :23&95::‘?2;‘;?;2::2?‘3” L] Reviu APIP Konsep surat permintaan 1 hari APIP untuk seluruh
dokumen usulan revisi anggaran [-‘ j ;-Il I Fovis APIP :z;::‘;: usulan revisl
[Mereviu dokumen usulan revisi
13 [3nggaran sesual dengan PMK 1. KAK Perubahan 4 hati Konsep Laporan hasil
Tentang Petunjuk Penyusunan 2. Matrik Semula Menjadi Reviu
dan Penelaahan RKA-K/L Sesus
Tidak
Menyusun laporan hasil reviu r—L
14 [(LHR) rekomendasi perbaikan Lazeran Hasd ::n'sep Laporan Hasl 1 hani Laporan Hasil Reviu
dokumen usulan revisi anggaran Ry 1 g
Menyusun, meneliti dan validasi '—] '_j konsep surat
15 [konsep surat pengembalian a Laporan Hasil Reviy 1 han pangembalian usulan revis
usulan revisi sesual reviu APIP ._r ~...J S A sesual reviu APIP
konsep surat Surat pengembalian
Menetapkan surat pengembalian
16 usulan revisi sesuai reviu APIP gg;lgae'n:g:i:a: Pu'sputarn revis 1 han x%:i:n revisi sesuai reviu
Menyusun laporan hasi reviu '_]
17 [(LHR) dokumen usulan revisi * Konsep Laporan hasil 1 han Laporan hasi Reviu

anggaran

Reviu




Pelaksana Mutu Baku
Ne. Kegiatan Pejabat ) Pejabat Eselon Pejabat Eseion
Esel'(zresrilaunﬁ Penandatangan S%‘;’:::s Peja'?ahtlg;elon Wl / Fungsional v L‘Ezgggé?,‘"a’ APIP K eg&J:\i ot Kelengkapan Waktu Qutput
OIPA Madya UPP  |piaksana UPP
Menyusun, meneliti, dan validasi P-"j 1 ADK RKA-KA Konsep sural usulan revisi
18 |konsep surat usulan revisi }—D 2 E:uk:;:";et;?““k”m 1 hari anggaran ke DJPB dan
anggaran ke DJPB e/ q 4. Laporan Hasil Reviu APIP seluruh dokumen pendukung
Konsep surat usulan revisi Surat usulan revisi anggaran
netapk I
19 Ld:gge;ra:n :2 %uj;!ausu o S anggaran ke DJPE dan 1 hari |ke DJPE dan seluruh
seturuh dokumen pendukung dokumen pendukung
20 [Metakukan penyampaian usuian | ' :;;::’ﬁ::ﬂii::::mh i havi Notifikasi penyampaian
revisi meiaiui aplikast Satu DJA I > Manual aplikas Satu DJA usulan revisi anggaran
1 ADK RKA-KA
Meneliti dan menelaah dokumen 2 Dokumen Pendukung Sesuai SOP
21 usulan revisi anggaran sesuai Usulan Revisi Kementedan Berita Acara Penelaahan
dengan PMK Tentang Tata Cara 3 Laporan Hasil Reviu APIP Keiuangan Usulan Revis: Anggaran
Revisi Anggaran 4. Surat usulan revis: g
anggaran
Tidak
Menyampaikan surat o Sesuai SOP  [FUr
A Fencizikan Berita Acara Penelaahan penolakan/pengembalian
22 |penolakan/pengembalian usulan g Usuian Revis: Anggaran Kementeran usulan revisi anggaran
g RA
revisi anggaran § R Keuangan | coada KiL
1. Surat penolakan / Digposigi kepada
23 [Menindakianjuti pengembalian pengembalian dan DJPB 1 hari Sekretaris Utama untuk
usulan revisi dan DJPB 2. Lembar Disposisi tindak lanjut
Menyusun meneiti dan validasi Surat penolakan / konsep surat
24 |konsep surat pengembalan pengembalian usulan ravis 1 han pengembalian usulan revis
usulan revisi sesuai telaah DJPB anggaran dan DJPE sesual telaah DJPE
konsep surat Sural pengembalian
25 Tsil::;ar.;t?:l i:;ﬂaﬁ;g::‘?jgg pengembalian usulan revisi 1 han usulan revisi sesuai telaan
— sesuai telaah DJPB DJPB
\y
2% Menyampaikan surat D Berita Acara Penelaahan 1 hari Surat pengesahan revisi

pengesahan revisi anggaran

Usulan Revisi Anggaran

anggaran




NOMOR SOP SOP-PR.04.00/03/2020
TGL. PEMBUATAN 30 Juni 2021
TGL. REVISI Do-
TGL. EFEKTIF . 2 Agustus 2021
DISAHKAN OLEH Sekretaris Utama
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME M
Untung Budiharto
SEKRETARIAT UTAMA NRP. 31538
NAMA SOP USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN DIREKTORAT
PELAKSANA ANGGARAN DJPB
KEMENTERIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

4

Undang-Undang tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;
2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran,
3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ar |
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan _

Anggaran; Ncl -

4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan; : ij(ff\r;:fén

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk -y
Teknis Tata Cara Revisi Anggaran. lgkr‘;' 'E‘.'“L

e KA
IRL"ZRla




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP SOP-PR.04.00/03/2020

TGL. PEMBUATAN . 30 Juni 2021

TGL. REVISI L.

TGL. EFEKTIF 2 Agustus 2021

DISAHKAN OLEH Sekretaris Utama

Untung Budiharto
NRP. 31538

NAMA SOP USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN DIREKTORAT
PELAKSANA ANGGARAN DJPB
KEMENTERIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

o &

. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran,;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Revisi Anggaran.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran;,

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.




KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. SOP Penelaahan Usulan Revisi Anggaran
2. SOP Reviu APIP Terhadap Usulan Revisi Anggaran

Nota Dinas Penyampaian Usulan Revisi Anggaran;

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Usulan Revisi;

Matriks Usulan Revisi Rincian Anggaran Biaya (RAB) semula-

menjadi;

ND Undangan Penelaahan Internal BNPT,;

Berita Acara Hasil Penelaahan Unit Perencanaan Terhadap Usulan

Revisi Anggaran;

6. Nota Dinas permintaan reviu KAK RAB revisi anggaran kepada Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP);

7. Laporan Hasil Reviu APIP (final);

8. Surat  Persetujuan Penanggung jawab  Program dan
Penandatanganan DIPA,

9. Arsip Data Komputer (ADK) yang telah divalidasi oleh Aplikasi SAKTI;

10. Formulir hasil cetak aplikasi SAKTI;

11. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Penanggung

jawab Program dan Penandatanganan DIPA.

DN =

o B

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pejabat yang berwenang dalam proses revisi anggaran sedang
tidak berada di kantor maka mutu baku waktu dapat berubah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Eselon
No Kegiatan Pejabat Pejabat Eselon
Eselon |l Unit Sekretaris | Pejabat Eselon , IV / Fungsional Dit PA
Kera Penargi!:;?ngan tilama | UPP ”:l}l ::ygggggal Muds den APIF Kemenkeu Kelengkapan Walktu Qutput
Pelaksana UPP
. 1. LRA 1. Konsep Matrik
1 g‘::g";i:: l;c::si;pﬁgok:?;in 2 Postur RKA-K/L Terkini 4 hari Semula Menjadi
i 3 Rencana Kegiatan Baru 2. Konsep KAK Perubahan
1. Surat usulan revisi
) 1. Matrik Semula Menjadi anggaran
2 Mengusulkan Revisl Anggarmn 2 Konsep KAK Perubanan| "M | kaK Perubahan
3. Matrik Semuia Menjadi
Menenma dan menugaskan 1. Dokumen usulan revisi 1 han %
3 [eselon Il UPP untuk teiaah anggaran sejak batas akhir E;se?::';'sg?da pejabat
usulan revisi anggaran — 2. Lembar disposisi penyampaian
Menugaskan penelitian dan 1. Dokumen usulan revisi Disposisi kepada pejabat
4 |penelaahan dokumen usulan anggaran 1 hari eselon J/fungsional madya
revisi anggaran 2. Lembar disposisi UPP
Meneliti dan menelaah dokumen :]
usulan revisi anggaran sesuai Berta Acara Hasil
5 |dengan PMK Tentang Petunjuk 3"";";2" ”:[';’:" 5 hari Penelaahan Usulan Revisi
Penyusunan dan Penelaahan - vist angg Anggaran
RKA-K/L | 2
Tigak
Menyusun. meneliti dan validasi h n Berita Acara Hasil Konsep Surat
6 [konsep surat pengembalian < Penelaahan Usulan Revisi 1 han Pengembalian Usulan
usulan revisi sesual hasil telaah L_a U Anggaran Revisi Anggaran
) Konsep Surat
Menetapkan surat pengembalian j : Surat Pengembalian
7 Pengembalian Usulan 1 han :
usulan revisi Revisi Anggaran Usulan Revisi Anggaran
) N
1
9 |Memperbaiki usulan revisi Surat Pengembalian & hai Perbaikan Usulan Revisi

C¥

Pengembalian
Usulan Rewvsi

Usulan Revisi Anggaran

Anggaran




Reviu

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Eselon
No Kegatan } Pejabat Pejabat Eselon
Eselon |l Unit Sekretaris | Pejabat Eselon IV / Fungsional Dit. PA
Kena Pena%cllg}:ngan Utama I} UPP IluaFdL;r;galggal Mide den APIP Kotnonkeii Kelengkapan Waktu Qutput
Pelaksana UPP
Melakukan input data dan 2 1. KAK Perubahan 1. ADK RKA-K/L
10 penyelesaian konsep usulan 2. Matrik Semula Menjadi 5 hari 2 Dokumen Pendukung
revisi anggaran melalui aplikasi 3. Manual dan/atau video Usulan Revisi Anggaran
SAKTI tutorial aplikasi SAKT! ke DJA
Menyusun, meneliti dan validasi Berita Acara Hasil
: ; ] mintaan
11 [konsep sural permintaan reviu Penelaahan Usulan Rewisi 1 han :i%?:?;;fm P
APIP ._J‘ Anggaran
Surat
Parmnintasn Surat permintaan reviu
12 :Jlenet:g:?n sturkal p:'rmtn’maan Revu AFP Konsep surat permintaan 1 heri APIP untuk seluruh
b LEAIEUR Semi ﬁ reviu APIP dokumen usulan revisi
dokumen usulan revisi anggaran J anggaran
Mereviu dokumen usulan revisi
11 anggaran sesuai dengan PMK 1. KAK Perubahan 4 hari Konsep Laporan hasil
Tentang Petunjuk Fenyusunan 2 Matrik Semuia Menjadi Reviu
dan Penelaanan RKA-K/L Saaia
Tidak
[Menyusun laporan hasil reviu
14 |(LHR) rekomendasi perbaikan Lascran Has z::lsuep Laporan Hasil 1 han Laporan Hasi Reviu
dokumen usulan revisi anggaran Rey
Menyusun. meneliti dan validasi o n konsep surat
15 |konsep surat pengembalian Laporan Hasil Reviu 1 han pengembalian usulan revis
usulan revis: sesuai reviu APIP U v sesuai reviu APIP
konsep surat Surat pengembalan
16 Menetapkan surat pengembalian pengembalian usulan revis 1 han usulan revisi sesuai reviu
usulan revisi sesual reviu APIP casuai reviu APIP APIP
/
Menyusun laporan hasil reviu i I
17 |(LHR) dokumen usulan revisi I“""'?;::l Fash J* Konsep Laporsn hasi 1 hari Laporan hasil Reviu

anggaran




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pejabat Pejabat Eseion Pejabat Eselon
Eselon Il Unit Sekretaris | Pejabat Eselon IV / Fungsional Dit PA
Keria Penag?;;angan tiams I UPP lllh."aquyr;gf;ggal Misda Gan APIP Kemonkels Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana UPP
Menyusun, meneliti, dan validasi 1. ADK RKA-KAL Konsep surat usulan revisi
18 [konsep surat usulan revisi :]‘___C ¥ : l 2 3:::;;?::?4“‘4.19 {hinet agtian -DF B4 2ar
anggaran ke DJPB U 3. Laporan Hasil Reviu APIP seluruh dokumen pendukung
: Konsep surat usulan revisi Surat usulan revisi anggaran
K
19 :"n?:::n :: g;r;tausulan rav anggaran ke Dt PA dan 1 hari Ee Dit PA dan seluruh
seluruh dokumen pendukung okumen pendukung
—
29 [Meiakukan penyampaian usulan ! S:;::‘:r“"::ni‘::::;”m — Notifikasi penyampaian
I | )
revisi melalui aplikasi Satu DJA > Manual aiikas Satu DJA usulan revisi anggaran
1. ADK RKA-KIL
Meneliti dan menelaah dokumen 2 Dokumen Pendukung Secuai SOP
21 usulan revisi anggaran sesual Usulan Revisi Kemuentenan Berita Acara Penelaahan
dengan PMK Tentang Tata Cara 3 Laporan Hasil Reviu APIP Keiuangan Usulan Revisi Anggaran
Revisi Anggaran Sesud 4 Surat usulan revisi g
anggaran
Tidak "
SUra
i kan .
Menyampaikan surat Berita Acara Penelaahan | S%5U8I SOP | akanpengembaian
22 [penolakan/pengembaiian usulan Usulan Revisi Anggaran Kementerian usulan revisi anggaran
revisi anggaran Keuangan kepada K/L
) 1 Surat penolakan / Dicposisi kepada
23 [Menindakianjuti pengembalian pengembalian dar Dit PA 1 han Sekretans Utama untuk
usulan revisi dan DJFB 2 Lembar Disposisi tindak lanjut
Menyusun menealiti, dan validasi r—~ n Surat penotakan / konsep surat
24 |konsep surat pengembalian pengembalan usulan revis 1 hari pengembalian usulan revisy
usulan revisi sesuai telaah DJPB 1_4 U anggaran dan Dit PA sesuai telaah Dit PA
konsep surat Surat pengembalian
25 thiT:;agﬁ; g:;?ﬁ;g;:%{:?g pengembalian usulan revis 1 hari usulan revisi sesuai telaah
U sesuai telaah Dit. PA Dt PA
1
ks
Pangesaran
Ravy & n
26 Menyampaikan surat Berita Acara Peneiaahan 1 hari Surat pengesahan revisi

pengesahan revisi anggaran

Usulan Revisi Anggaran

|anggaran




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP SOP-PR.04.00/04/2020

TGL. PEMBUATAN 30 Juni 2021

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 2 Agustus 2021

DISAHKAN OLEH Sekretaris Utama
Untung Budiharto

NRP. 31538
NAMA SOP USULAN REVISI ANGGARAN

KEWENANGAN DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

o b

Undang-Undang tentang Keuangan Negara:

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan:;
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Revisi Anggaran;

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran;

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan p.rogr:l:lm dan anggaran.
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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP SOP-PR.04.00/04/2020
TGL. PEMBUATAN 30 Juni 2021

TGL. REVISI Do-

TGL. EFEKTIF . 2 Agustus 2021

Sekretaris Utama

I

Untung Budiharto
NRP. 31538

DISAHKAN OLEH

USULAN REVISI ANGGARAN
KEWENANGAN DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—_—

o

Undang-Undang tentang Keuangan Negara:

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Revisi Anggaran;

1. Memiliki kemampuan pengolahan data;

2. Memiliki kemampuan perencanaan program dan anggaran;

3. Memiliki pemahaman terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam lingkup perencanaan program dan anggaran.




KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. SOP Penelaahan Usulan Revisi Anggaran
2. SOP Reviu APIP Terhadap Usulan Revisi Anggaran

—

. Nota Dinas Penyampaian Usulan Revisi Anggaran;

2. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Usulan Revisi;

3. Matriks Usulan Revisi Rincian Anggaran Biaya (RAB) semula-

menjadi;

ND Undangan Penelaahan Internal BNPT;

Berita Acara Hasil Penelaahan Unit Perencanaan.Terhadap Usulan

Revisi Anggaran;

6. Nota Dinas permintaan reviu KAK RAB revisi anggaran kepada Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP);

7. Laporan Hasil Reviu APIP (final);

8. Surat Persetujuan  Penanggung
Penandatanganan DIPA,;

9. Arsip Data Komputer (ADK) yang telah divalidasi oleh Aplikasi SAKTI;

10. Formulir hasil cetak aplikasi SAKTI;

11. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Penanggung

jawab Program dan Penandatanganan DIPA.

&

jawab  Program  dan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pejabat yang berwenang dalam proses revisi anggaran sedang
tidak berada di kantor maka mutu baku waktu dapat berubah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pejabat Pejabat Eselon | F&/abat Eselon
Ese‘;" HUNR Joonandatangan| Sekretans | Pejabat Eselon | " o cinng |1V / Fungsional APIP  |DJA Kemenkeu Kelengkapan Waktu Output
era DIPA Utama Il UPP Magya UPP Muda dan
Pelaksana UPP
1. LRA 1. Konsep Matrik
1 g'::g:;‘::‘ ';‘;tf;opgc’;‘;gz" @ 2. Postur RKA-K/L Terkini 4 han Semula Menjadi
. 3 Rencana Kegiatan Baru 2. Konsep KAK Perubahan
1. Surat usulan revisi
1. Matrik Semula Menjadi : anggaran
2 [Mengusulkan Revisi Anggaran 2 Konsep KAK Perubahan Lo 2. KAK Perubahan
3. Matnk Semula Menjadi
Menerima dan menugaskan 1. Dokumen usuian revisi 1 han i
3 |eselon Il UPP untuk telaah anggaran sejak batas akhir Es’se‘i’g:'g' Sggada pejshat
usulan revisi anggaran 2. Lembar disposisi penyampaian
Menugaskan penelitian dan 1. Dokumen usulan revisi Disposisi kepada pejabat
4 |penelaahan dokumen usulan anggaran 1 harn leseion 3/fungsional madya
revisi anggaran 2. Lembar disposisi UPP
Meneliti dan menelaah dokumen :]
usulan revisi anggaran sesuai Berita Acara Hasil
5 |dengan PMK Tentang Petunjuk fDokulm:n ”5:"::" 5 hari Penelaahan Usulan Revisi
Penyusunan dan Penelaahan Lilodl Anggaran
RKA-K/L I 2
Tidak
|Menyusun, meneliti dan validasi ﬂ Berita Acara Hasil Konsep Surat
& [konsep surat pengembalian Penelaahan Usulan Revisi 1 hari Pengembalian Usulan
usulan revisi sesuai hasil telaah S— U Anggaran Revist Anggaran
Konsep Surat
Menetapkan surat pengembalian Surat Pengembalian
7 Pengembalian Usulan 1 hari
usulan revisi Revisi Anggaran Usulan Revisi Anggaran
l ;
9 |Memperbaiki usulan revisi Surat Pengembalian 4 hani Perbaikan Usulan Revisi

-k

Surat
Fengembalian
Usulan Revisi

Usulan Revisi Anggaran

lAnggaran




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pejabat Pejabat Eselon | © #/abat Eseion
Eselon Il Unit by
Kena Penagc's;t:ngan sﬂ‘:;}i"s Pe”ﬁﬁf;"” i1t/ Fungsional | 'V ;&f::;g;a.onm APIP DJA Kemenkey Kelengkapan Wakty Output
Madys UPP Pelaksana UPP
Melakukan input data dan r & 1. KAK Perubahan 1. ADK RKA-K/L
10 penyelesaian konsep usulan 2 Matrik Semula Menjadi 5 hari 2. Dokumen Pendukung
revisi anggaran melalul aplikasi 3. Manual dan/atau video Usulan Revisi Anggaran
SAKTI tutorial aplikasi SAKTI ke DJA
Menyusun, meneliti dan validasi Berita Acara Hasil
11 |konsep surat permintaan reviu {3‘__ Peneisshan Usuisn Revisi s :(;rlts:ppigrat permintaan
APIP Anggaran N
Surat
Menetapkan surat permintaan Sermntaen Surat permintaan reviu
12 lreviu APIP untuk seluruh Reviy 4515 Konselp surat permintaan 1 han APIP untuk seluruh
dokumen usulan revisi anggaran ol reviu APIP dokumen usulan revisi
) anggaran
Mereviu dokumen usulan revisi
13 [2nggaran sesuai dengan PMK 1. KAK Perubahan 4 han Konsep Laporan hasil
Tentang Petunjuk Penyusunan 2. Matrik Semula Menjadi Reviu
dan Penelaahan RKA-K/L
Sesua
Tidak
T&enyusun laporan hasil reviu
14 |(LHR) rekomendasi perbaikan Laooran Has ‘gonsep Laporan Hasil 1 han Laporan Hasi Reviu
dokumen usulan revisi anggaran Reoy i
Manyusun, meneliti dan validas: S R konsep surat
15 |konsep surat pengembalian Laporan Hasil Reviu 1 han pengembalian usulan revisi|
usulan revisi sesuai reviu APIP Vi sesual reviu APIP
Menetapkan surat pengembalian konsep surat Surat pengelmbahan
16 usulan revisi sesuai reviu APIP pengembakan usulan revis 1 han usulan revisi sesuai reviu
sesuai reviu APIP APIP
Menyusun laporan hasil reviu b )
17 |(LHR) dokumen usulan revisi iy Konsep Laporan hasi 1 hari Laporan hasil Reviu

anggaran

Reviu




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ) Pejabat _ _ Peiabat Eselon | Pe/abat Eselon
zelon Il j ‘
R Penandatangan Stiretaris | Pejabat Evelon 1l / Fungsional Wi Fongsionet APIP DJA Kemenkeu Kelengkapan Waktu Output
Kena DIFA Utama I UPP Madya UPP Muda dan
Pelaksana UPP
Menyusun. meneliti, dan validasi r ) r 5 1. ADK RKA-KL Konsep surat usulan revisi
18 [konsep surat usulan revisi 2. Dokumen Pendulung 1 harn anggaran ke DJA dan seluruh
anggaran ke DJA I L__, l ) Usulan Revisi ok .
3. Laporan Hasil Reviu APIP okumen pendukung
Menetapkan surat usulan revisi Konsep surat usulan revisi Surat usulan revis: anggaran
anggaran ke DJA anggaran ke DJA dan seluruh| 1 hari ke DJA dan seluruh dokumen
dokumen pendukung pendukung
S
2 [Melakukan penyampaian usutan ;of::e':;‘:::u::';:"“mh —_— Notifikasi penyampaian
revist melalul aphkasi Satu DJA
P 2 Manual aplikas: Satu DJA usulan revisi anggaran
1. ADK RKA-KL
|Meneiti dan menelaah dokumen 2 Dokumen Pendukung Sesuai SOP
21 usulan revisi anggaran sesuai Usulan Revisi K::::er;ten an |Eerita Acara Penelaahan
dengan PMK Tentang Tata Cara 3 Laporan Hasil Reviu APIP Keluanaan Usulan Revisi Anggaran
Revisi Anggaran Sesus 4. Surat usulan revisi 9
anggaran
Tidak .
Menyampaikan surat wrat Sesuai SOp  [PV@ i
22 [penolakan/pengembalian usulan Fenaiakan S:L’f: n";::f::::‘::&? Kementerian 3:33:'23:3‘:3:&?:::“
revisi anggaran Fergemza i
09 Keiuangan kepada KL
1. Surat penolakan / Disposisi kepada
23 hrseu'l“a’;";":as’:ﬁ“n"g'j%ﬁm“"9" pengembalian dari DJA 1 hari Sekretans Utama untuk
b 2 Lembar Disposisi ftindak fanjut
Menyusun. meneliti, dan validasi g Ya Surat penolakan / konsep surat
24 [konsep surat pengembalian » pengembalian usulan revis 1 hari pengembalian usuian revisi
usulan revisi sesuai telaah DJA anggaran dar DJA sesuai telaah DJA
Menetapkan surat pengembalian PIIRE St DS pongeintt
25 usulan revisi sesuai telaah DJA pengembalian usulan revis| 1 hari usulan revisi sesuai telaah
sesual telaah DJA DJA
2 Menyampaikan surat Soemns? Berita Acara Penelaahan 1 harl Surat pengesahan revisi

pengesahan revisi anggaran

Usulan Revisi Anggaran

anggaran
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LAMPIRAN 1 : FORMAT NOTA DINAS USULAN REVISI ANGGARAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DIREKTORAT ... (1)

NOTA DINAS
NOMOR: PR.04.00/
Yth. . Sekretaris Utama (Selaku KPA)
Hal . Penyampaian KAK dan RAB Revisi
20...(3)
1. Dasar:

12021

...(2) BNPT Tahun Anggaran

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 208/PMK.02/2020
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;
b. Penetapan RKA K/L Revisi ...(4) BNPT Tahun Anggaran 20...(5);

c. (6)

2. Sehubungan dasar tersebut, dalam rangka

... (7), dengan hormat disampaikan

kepada Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran KAK dan RAB sebagai

dokumen kelengkapan Revisi ...(2) BNPT Tahun Anggaran 20... (3) pada
nomenklatur sebagai berikut:
Besar
No Kode Nomenklatur Semula (Rp) | Menjadi (Rp) Pergeseran
: 8) (9) (10) (11) Anggaran (Rp)
(12)
1.
2.
3.
TOTAL
3. Alasan/pertimbangan dan urgensi dilakukannya revisi anggaran adalah sebagai
berikut:
a. (13)

4. Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan Yth.

Deputi Bidang

... (18)

Bogor,

... (19),

.. 20... (14)




KETERANGAN:

No. Penjelasan

1. | Diisi dengan asal Direktorat

2. | Diisi dengan urutan revisi POK atau DIPA ke berapa

3. | Diisi dengan tahun anggaran

4. | Diisi dengan RKA-K/L terakhir

5. | Diisi dengan tahun anggaran RKA-K/L terakhir

6 Diisi dengan surat, nota dinas, dan peraturan tambahan terkait usulan revisi

anggaran

7. | Diisi tema revisi seperti: POK atau DIPA

8. | Diisi dengan kode output

9. | Diisi dengan nama/nomenklatur output

10 Diisi dengan jumlah anggaran semula yang terdapat pada pok awal tahun
" | anggaran/revisi terakhir sebelum pengajuan usulan revisi berikutnya

11. | Diisi dengan jumlah anggaran usulan revisi dipa hasil perubahan

12. | Diisi dengan selisih besar pergeseran anggaran

13 Diisi dengan alasan/pertimbangan revisi seperti: peningkatan efektivitas, kualitas
" | belanja, capaian kinerja, dan/atau percepatan penanganan COVID-19.

14. | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat

15. | Diisi dengan jabatan Direktur

16. | Diisi dengan nama Direktur

17. | Diisi dengan NIP/NRP Direktur

18. | Diisi dengan asal kedeputian




PP

LAMPIRAN 2: FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT)
TAHUN ANGGARAN 20...

Kementerian Negara/Lembaga : (1)
Unit Eselon | ©(2)
Unit Eselon | : (3)
Program (4)
Sasaran Program - (5)
Indikator Kinerja Program . ()
Kegiatan (7)
Sasaran Kegiatan : (8)
Indikator Kinerja Kegiatan (9
Klasifikasi Rincian Output . (10)
Indikator KRO (1)
Rincian Output (12)
Indikator RO (13)
Volume RO : (14)
Satuan RO . {15)

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a.

b.
C.
d.

e.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang;

(16);

(16);

Peraturan Kepala BNPT Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja BNPT;

Rencana Strategis BNPT tahun 2020-2024.

2. Gambaran Umum
Bahwa dalam rangka (17)

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan tersebut secara langsung adalah:

1. (18)
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C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan (19)

No. Komponen Metode
1. Swakelola
2. Kontraktual

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (20)
a) Tahapan pelaksanaan Tahun 2021 adalah:
1) Melaksanakan... (21)

iii.

Persiapan
Pelaksanaan

Pelaporan

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan

.. adalah sebagai berikut:

No

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1

(21)

Bulan.... = Bulan ...

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Adapun kurun waktu pencapaian keluaran pada Output ... ...

(22)..., sebagai berikut:

1
2
3
4
5
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN (23)
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Rp.
TOTAL ANGGARAN Rp.
F. PENUTUP
(24)
Bogor, ............... 20....... (25)
(26)




KETERANGAN:

-29.

NO.

PENJELASAN

CONTOH

Diisi nama Kementerian/Lembaga

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

2 Diisi sesuai dengan unit eselon | - Deputi Bidang Pencegahan,
sebagai penanggung jawab Perlindungan, dan Deradikalisasi
program - gﬁkretariat Utama
3 Diisi sesuai dengan unit eselon Il | - Direktur Pencegahan
sebagai penanggung jawab - Biro Umum
program - Dl
4 Diisi sesuai dengan nama - Program Penanggulangan Terorisme;
program unit kerja atau
| ) - Program Dukungan Manajemen
5 Diisi sesuai dengan Pohon IKU - Meningkatnya kesiapan aparat
pada level Sasaran Program (SP) pemerintah mengantisipasi tindak pidana
terorisme
- DI
6 Diisi sesuai dengan Pohon IKU - Indeks kesiapan aparat pemerintah
pada Indikator Kinerja Sasaran - Dl
Program (IKSP)
7 Diisi dengan nomenklatur - 5096. Penanggulangan Terorisme
kegiatan (lihat Pohon IKU) Bidang Pencegahan; atau
- 5097. Penanggulangan Terorisme
Bidang Penindakan; atau
- 5098. Penanggulangan Terorisme
Bidang Kerja sama Internasional; atau
- 5099. Dukungan Administrasi dan SDM;
atau
- 5729. Pengawasan Internal BNPT.
8 Diisi sesuai dengan Pohon IKU - Meningkatnya kesiapan aparat
pada level Sasaran Kegiatan (SK) pemerintah mengantisipasi tindak pidana
terorisme
- DIl
9 Diisi sesuai dengan Pohon IKU - Indeks kesiapan aparat pemerintah
pada Indikator Kinerja Sasaran - Du.
Kegiatan (IKSK)
10 | Diisi sesuai dengan nomenklatur |- 5097.DCG - Pelatihan Bidang
Klasifikasi Rincian Output (KRO) gﬁrtahanan dan Keamanan;
11 | Diisi dengan nomenklatur - Jumlah Pembinaan Aparat Pemerintah
indikator KRO Dalam Menghadapi Tindak Pidana
Terorisme;
s - DIl
12 | Diisi dengan nomenklatur Rincian | - 5097.DCG.001 Pembinaan Aparat
Output (RO) Pemerintah Dalam Menghadapi Tindak
Pidana Terorisme;
- DIL
13 | Diisi dengan Indikator (RO) - Jumlah Pembinaan Aparat Pemerintah

Dalam Menghadapi Tindak Pidana
Terorisme;
DIL.




NO. PENJELASAN CONTOH
14 | Diisi mengenai jumlah/banyaknya |- 790;
kuantitas keluaran (output) - Dil.
kegiatan yang dihasilkan
15 | Diisi dengan satuan ukur yang - Orang;
digunakan dalam rangka - DI
pengukuran kuantitas keluaran
kegiatan sesuai dengan Renstra
2020-2024
16 | Diisi dengan dasar hukum - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang ...;
- DIl
17 | Diisi gambaran umum mengenai | Bahwa dalam rangka meningkatkan
keluaran kegiatan dan volumenya | Kesiapan Aparat Pemerintah dalam
yang akan dilaksanakan dan mengantisipasi tindak pidana terorisme,
dicapai dibutuhkan adanya...
Untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut, maka pada tahun 20..,
direncanakan beberapa kegiatan yang
dikategorikan ke dalam beberapa komponen
diantaranya:
1. Pelatihan Kesiapsiagaan Nasional Dalam
.= {051
(dijgbarz(an kegiatannya dan volume
komponen),
Komponen pada subdit pelatihan ini
diturunkan menjadi sub komponen
meliputi:
a. Perencanaan pelatihan kesiapsiagaan
nasional dalam...
(dijabarkan kegiatannya)
b. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan
nasional dalam ...
(dijabarkan kegiatannya)
2. ...
18 | Diisi dengan penerima manfaat Penerima manfaat dari kegiatan tersebut
baik internal dan/atau eksternal adalah :
K/L a ..,
b. ... dst
19 | Diisi dengan cara Kode | Komponen Metode
pelaksanaannya berupa 051 Swakelola
kontraktual atau swakelola 052 Kontraktual
Dst. Dst. Dst.
20 | Diisi dengan tahapan yang Dijabarkan dengan tahapan persiapan,

digunakan dalam pencapaian
keluaran (RO), berupa tahapan

pelaksanaan, dan pelaporan masing-masing




NO.

PENJELASAN

CONTOH

perencanaan/persiapan, tahapan
pelaksanaan, dan tahapan
pelaporan

21 | Diisi dengan judul komponen - Mengembangkan Sistem Operasi
dalam Menghadapi Tindak Pidana
Terorisme
22 | Diisi dengan nama/nomenklatur
output yang bersangkutan
23 | Diisi dengan biaya pelaksanaan No. | Kegiatan Anggaran
pencapaian Keluaran masing- 1. | Pelatihan Rp7.093.837.000
masing komponen dan penjelasan Kesiapsiagaan...
bahwa rincian biaya sesuai 2 Dst. Dst.
dengan RAB terlampir. TOTAL ANGGARAN [ Rp....
24 | Diisi dengan Penutup Demikian Term of Reference (TOR) ini
diajukan agar dapat menjadi pertimbangan
dan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan
selanjutnya.
25 | Diisi dengan tanggal, bulan, dan
tahun

26 | Diisi dengan nama penanggung
jawab output (eselon 1)

27 | Diisi dengan NIP/NRP

penanggung jawab output (eselon

1))
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LAMPIRAN 3 : FORMAT MATRIKS SEMULA - MENJADI USULAN REVISI ANGGARAN

USULAN REVISI...KE....
Kementerian Negara/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Unit Eselon I : Deputi Bidang......2)
Unit Eselon II Direktorat ...... 3)
Rincian Output (RO) - 4)
Volume RO Sanni3)
Alokasi Dana foneee 8)
Program/Kegiatan/Output/SubOutput/Ko: Jumilah Bia Progr: Output/SubOutput/K
u u mpone ya am/Kegiatan/ u
s _n/Subkomponen/Akun/Detil e o _ndsde (Rp) Kode omponen/Subkomponen/Alun/Detil = iy IS o ?
10 11 10) 11 12
! x = 3 (T8N > = = H W )T TR i e g o I
A A
621211 821211
CK OK
PKET PKT
PET PKT
B B
822181 822181
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KETERANGAN:

4
o

Penjelasan

Diisi dengan jenis revisi (DIPA atau POK) dan yang ke berapa

Diisi dengan unit Eselon |

Diisi dengan unit Eselon |l

Diisi dengan nomenklatur output

Diisi dengan volume output

Diisi dengan alokasi anggaran output

Diisi dengan kode output

Diisi dengan nomenklatur
Program/Kegiatan/Output/SubOutput/Komponen/Subkomponen/Akun/Detil

Diisi dengan volume

Diisi dengan harga satuan

Diisi dengan jumlah biaya

Diisi dengan keterangan

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

Diisi dengan nama penanggung jawab output (eselon I1)

a2 e o [Nolulalwn|=

Diisi dengan NIP/NRP penanggung jawab output (eselon II)
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LAMPIRAN 4 : FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN REVIU REVISI ANGGARAN

Yth.
Hal

Lampiran

NOTA DINAS

NOMOR: PR.04.00/

Inspektur BNPT

/2020.

Permohonan Reviu APIP Dalam Rangka Proses Revisi DIPA ke ...(1)
BNPT Tahun Anggaran 20...(2) Dalam Hal Realokasi/Refocusing

Anggaran.
1 (berkas)

Sehubungan dengan... (3), kami akan melaksanakan proses revisi DIPA ke ... (1)
BNPT Tahun Anggaran 20... (2). Kami berharap agar Bapak Inspektur dapat melakukan
reviu terhadap usulan revisi DIPA tersebut sebagai pemenuhan syarat dokumen
pendukung revisi dengan rincian sebagai berikut:

Besar
No Kode Nomenklatur Semula (Rp) | Menjadi (Rp) Pergeseran
) (4) (5) (6) (7 Anggaran (Rp)
(8)
1.
4
3
TOTAL

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bogor, I . N

... (10),

(9)
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KETERANGAN:

No. Penjelasan

1. | Diisi dengan urutan revisi ke berapa

2. | Diisi dengan tahun anggaran

3 Diisi dengan alasan/pertimbangan revisi seperti: peningkatan efektivitas, kualitas
" | belanja, capaian kinerja, dan/atau percepatan penanganan COVID-19.

4. | Diisi dengan kode output

5. | Diisi dengan nama/nomenklatur output

6 Diisi dengan jumlah anggaran semula yang terdapat pada pok awal tahun
| anggaran/revisi terakhir sebelum pengajuan usulan revisi berikutnya

7. | Diisi dengan jumlah anggaran usulan revisi dipa hasil perubahan

8. | Diisi dengan selisih besar pergeseran anggaran

9. | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat

10. | Diisi dengan jabatan Sekretaris Utama

11. | Diisi dengan nama Sekretaris Utama

12. | Diisi dengan NIP/NRP Sekretaris Utama
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LAMPIRAN 5 : FORMAT SURAT HASIL REVIU REVISI ANGGARAN

Nomor . PR.......] /2020 (1) Bogor, ... 20... (2)
Sifat . Segera

Lampiran : Laporan Hasil Reviu

Hal . Hasil Reviu Revisi Anggaran

Yth. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Di
Tempat

Berkenaan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor PR. ... . .../ /20... (3) yang
diterima secara lengkap pada tanggal .... ... 20... (4), bersama ini kami sampaikan hasil

reviu sebagai berikut:

;

Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Tema Revisi Anggaran ... (5)
b. Mekanisme Revisi Anggaran 5 ais B)
c. Satker : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah:
Dalam rangka ... (7)
Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa:
a. ...(8)
b. ..
c. ...,dst
Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami
yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait ... (9) tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.02/.... tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 20... (10)
Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama proses reviu kepada
pejabat/pegawai pada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Bogor, ... 20... (11)
Inspektur,

(12)

e (1)
.. (14)
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KETERANGAN:

No. Penjelasan Contoh

Diisi dengan nomor surat sesuai dengan
Tata Naskah Dinas (TND)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
pembuatan

3. | Diisi dengan dasar surat asal

Diiisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
surat asal

- Revisi POK;

- Revisi DIPA dalam rangka
penanganan COVID-19;

- Perubahan nomenklatur komponen
pada output...;

- Dan sejenisnya.

5. | Diisi dengan tema revisi anggaran

- Pergeseran pagu anggaran pada
kegiatan...;

- Revisi anggaran menyebabkan
bergesermnya pagu anggaran pada

6 Diisi dengan mekanisme revisi DIPA BNPT pada kegiatan...;
"~ | anggaran - Tambahan alokasi anggaran bagian
anggaran 999.08 (BA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA
K/L (di-SABA-kan);
- Dan sejenisnya.
- Pengurangan senilai ... yang terdiri
dari: ...;
Dilakukan dengan alasan/pertimbangan | . penambahan senilai ... yang terdiri
7. | yang menjadi penyebab dan tujuan dari ...
dilakukannya Revisi Anggaran - Perubahan nomenklatur sebagai
berikut: ...;
- Dan sejenisnya.
- Nota Dinas Direktur;
Diisi dengan dokumen pendukung - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
8. | lainnya terkait dilakukan Revisi - Rincian Anggaran Biaya (RAB);
Anggaran - Hasil keputusan Sidang Kabinet;

- Dan sejenisnya.

v : - Pelaksanaan Program 100 Hari;
D n mbangan peruntukan
- diilale::ar?: nap::\lfisi Aa ng r?an ’ - Penanganan COVID-18;
y gga Dan sejenisnya.

Diisi dengan jenis Revisi Anggaran dan | Revisi DIPA sebesar Rp...

10.
besar anggarannya

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

o pembuatan surat

12. | Diisi dengan tandatangan Inspektur

13. | Diisi dengan nama Inspektur

14. | Diisi dengan NIP/NRP Inspektur




